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PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BIDANG PEMBINAAN SMA 
DAN PENDIDIKAN KHUSUS

Kasi Peserta Didik Bidang Pembinaan SMA dan pendidikan khusus
	Nomor SOP 
	:
	

	
	Tanggal Pembuatan
	:
	Februari 2021

	
	Tanggal Revisi 
	:
	      

	
	Tanggal Pengesahan 
	:
	Maret 2021

	
	Disahkan oleh
	:
	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

 Provinsi Kalimantan Barat,

Drs. SUGENG HARIADI, M.M.
Pembina Utama Muda

NIP. 19690101 199303 1 021

	
	Nama SOP
	: 
	SOP SELEKSI OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN) SEKOLAH DASAR TINGKAT PROV. KALBAR


	Dasar Hukum
	Kualifikasi Pelaksana

	1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6).
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 20 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

6. Peraturan Gubernur  Kalimantan Barat Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
	1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus

3. Kepala Seksi Peserta Didik Bidang Pembinaan SMA dan pendidikan khusus
4. Staf

	Keterkaitan
	Peralatan/Perlengkapan

	KEGIATAN PERLOMBAAN
	· ATK

· Komputer/ Laptop

· Printer

· Kursi 

· Meja


	Peringatan
	Pencatatan dan Pendataan

	1. Jika prosedur tidak dilakukan maka tidak dapat dilaksanakan 
2. Jika terjadi gangguan terhadap kegiatan yang dimaksud maka kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu nya.
	3. Surat masuk
4. Koreksi
5. Pengarsipan


